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KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 426 /2023
TENTAN

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

S

dan HAM

: 1.

KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun |
2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu membentuk Tim
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten
Aceh Singkil, ‘

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati tentang  Tata Cara  Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan |
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil,

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3827);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);







4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang‘
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738); |

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang ‘
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); |

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);
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12.

13.

14.

15.

16.

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh
Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2021 Nomor 285);

Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran |

Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor ,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 290);

Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2023 Nomor 293);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022
tentang Sistem Prosedur Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
(Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor
669);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 21 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun
Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2023 Nomor 698);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN
KARTU KREDIT DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU :  Susunan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan Bupati ini.
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KEDUA . Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
mempunyai tugas :

a. melakukan pengumpulan data, untuk pelaksanaan
penyusunan rancangan Peraturan Bupati,

b. penganalisaan dan perumusan penyusunan; dan

c. berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga tersusun
suatu produk hukum tentang Tata Cara Penggunaan dan
Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten
Aceh Singkil.

KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2023.

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 3} DHZ’[DW 2073
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ACEH SINGKI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh
Singkil di Singkil;

3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

NOMOR 188.45/ {2( /2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN  PERATURAN  BUPATI
TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN

DAN PENYELENGGARAAN KARTU
KREDIT DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL.
No JABATAN POKOK JABAT',?‘}\IMDALAM
1 | Pj. Bupati Aceh Singkil Pengarah
2 | Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Slngkll Penanggung J awab‘
3 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Ketua
| Singkil R ,
4 | Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil “ Wakil Ketua
Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan
> 'Keuangan Kabupaten Aceh Singkil | Sfekretans
Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
6 Anggota
Singkil ,
Inspektur Pembantu IV Inspektorat Kabupaten Aceh A
nggota
Singkil i
Kepala Baglan Hukum Setdakab Aceh Smgkll 1 ~Anggota
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Baglan Fo—
~~ | Hukum Setdakab Aceh Singkil | o gg o
10 'Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung Badan Anggota
| Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil | gg ——
11 Kepala Sub Bidang Belanja Langsung Badan Pengelolaan Anggota
| Keuangan Kabupaten Aceh Singkil S R igg R
12 Kepala Sub Bidang Penatausahaan Kas Badan o——
-~ | Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil | gg L
Staf Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh
13 S Anggota
| Singkil S —————
14 ' Staf Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Anipgota
| Singkil - | O
15 gltre:; kll?adan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Anggota
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